
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG
PENDAFTARAN HAJI

Menimbang:

Mengingat : 1.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelalcsanaan Pasal lz ayat (z) undang-
undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan terwujudnya standar pelayanan yang lebih terkendali dan
terukur dipandang perlu melakukan upaya perbailcan
ketatalaksanaan pelayanan pendaftaran haji dengan menetapkan
Peraturan Menteri Agama tentang Pendaftaran Haji;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara R[ Nomor 3832);
I(eputusan Presiden Nomcir I Tahun 19f5 tentang perbaikan
dan P eningkatan Mutu P el ayanan Ap ar.atfi p ern er i ntah I( ep adaMasyarakat; \J :
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang I(edudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara RI yang telah diubah dengan peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
Peraturan Presiden Nomor l0 Tahun 2005 tentang unit
organisasi dan Tugas Eseion I I(ementerian Negara RI yurrg
telah diubah dengan peraturan presiden Nomor g0 Tahun
2005;
I(eputusan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 81 Tahun rg93 tentang pedornan Tatalaksana
Pelayanan Umum;
Keputusan Menteri Agama Nomot 168 Tahun 2000 rentang
Pedoman Perbaikan pelayanan Masyarakat di ringkungai
Departemen Agama;

2.

3.

4.

5.

6.



7. I(eputusan Menteri Agama Nomor 37r rahun 2002 tentangpenyerenggaraan Ibadah Haji dan umrah, ;;bili;ana terahdlubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun2003
8. I(eputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentangorganisasi dan fata I(erja I(antor wilayah Deparremen

Agama provinsi dan Kant9l Departemen Agama I(abupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan I(eputusan Menteri
Agama Nomor 4g0 Tahun 2003:

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 290 Tahun z0oo tentangpenetapan porsi Jemaah Haji Indonesia;
l0.peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata I(erja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut peraturan Menteri Agama Nomor 1B Tahun. 2005.tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran Haji;

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENDAFTARAN HAJI.

r<nrnNi#rl uMUM

Pasai 1

Daiam Peraturan ini, yang dirnaksud dengan:

1' BPIH adalah Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji_ yang ditetapkan denganPeraturan presiden untuk setiap iahun musim prny.l.nggaraan haji.
2' BPS BPIH adalah Bank penerima seroran BPIH yan1 ditetaprcan olehMenteri Agama.

3' Barcode adalah sticlcer yang dikeiuarkan oleh I(ementerian Ha.li I(erajaansaudi Arabia sebagai persyaiatan.rryS mendapatr.un uiru iuro"ilir.:i lchusus
. 
dari I(edutaaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, '

4' Jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang perayanannya dilaksanakan olehpenyelenggara ibadah haji khusus.
5' Penyelenggara rbadah Haji Khusus y*g selanjutnya disingkat pIHI( adalah

ffiHr'jfiTflifii:"oah 
haji dengan pelavanan lrhrru, yans mendapat izin dari



6. Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran provinsi yang diberikan oleh
SIS-I(OFIAT kepada setiap calon jemaah haji yang telah melakulcan setoran
BPIH.

SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) adalah sistem pengelolaan
data dan informasj perhajian yanq terintegiasi antara Departemen Agama
dengan instansi terkait di tanah air dan di fu;b saudi.
waiting rrsr (daftar tunggu) adarah daftar caron jemaah haji yang .terahmendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke tanah suci.

7,

8.

BAB II
PENDAFTARAN

Bagian pertama

Umum

pasaI2

(l)Pendaftaran haji merupakan proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon" jemaah haji dan_pr_o_ses pelayanan awal yang oilakut un oleh Departemen
Agama dan BPS BPIH bagi orang yang ueimataud menunaikan ibadah haii.

(2)Pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun,

Bagian Kedua

Tempat Pendaftaran

Pasal 3

(l)Pendaftaran haji dilakukan di Kantor
domisili bagi warga negara Indonesia
bertempat tinggal di Indonesia,

Departemen Agama kabupaten/kota
dan atau warga negara urirrg yang

(2)Pendaftaran ibadah haji khusus dilakukan pada Direlctorat JenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah melalui PIHK.
(3)Baei warga negara Indonesia y?ng bertempat tinggal di luar negeri selainArab saudi, pendaftaran dilakutcan ai Perwakilan Republik inooneria oinegara setempat.



Bagian l(etiea
Syarat-Syarit

Pasal 4
(1) syarat pendaftaran bagi warga negara Indonesia :

a. beragama Islam;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. merniliki l(artu Tanda penduduk (KTp) yang masih berraku.
(z)Bagi warga negara asing, selain ketentuan sebagaimana dimaksud"ayat (1)huruf a, huruf b, dan huruf c, berlaku ketentuanl

a. memiliki paspor yang masih berraku sekurang-kurangnya 6 buran
terhitung sej ak pemberangkatan haj i;

b' memiliki dokumen keimigrasian/izin tinggal yang masih berlaku
sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak f,.*b.*ngiatan haji; dan

, 
c' memiliki izin masuk kembali (re-entry permit) ice Indonesia.

Bagian Keempat

Prosedur pendaftaran

Pasal 5
(1) Prosedur pendaftaran haji:

a' mengisi SPPH di Ifuntor Departemen Agama kabupaten/kota dengan
menyerahkan foto copy KTP, surat keterangan sehat, dan pasfoto terbaru
ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar, berlatar belakang putih i.ngun ukuran
muka tampalc 70-80%;

b. rnembayar setoran awar ke Bps BPIH untuk mendapatkan nomor porsi;

/.'-. c' menyerahkan bukti setoran awal ke Kantor Departemen Agama
0.'*-.'' kabuPaten/ kota'

(2) Calon jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapat nomor porsi masuk
dalam alokasi porsi provinsi, dapat diberikan hak untuk melunasi BPIH tahun" berjalan.

(3)Calon jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun berjalan melaporkan dirike Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dengan -.y.ruhi.an buktisetor lunas pasfoto terbaru ukuran 3x4cm sebanyak 21 lembar dan 4x6cmsebanyak 2 lembar, berlatar belalcang putih d.ngan ukuran muka tampalc 70-80%.

(4)Pendaftaran calon jemaah haji khusus dilakukan melaiui pIHK.



Pasal 6(t'ff,l|i*ff"Afli 
vang berhak melunasi BPIH sebagaimana dimaksud pada

a. calon jemaah haji yang berum pernah menunaikan ibadah haji, telahberusia r7 tahun keatas utau sudah p.*un-*.n'.ur'
b. suami, anak 

_kandung dan orang tua kandung yang sudah menunaikanibadah haji dan akan menjadi ilurrtor .;l#jamaah haji sebagaimanadimaksud dalam huruf u uiuu pembimbing iuuouh haji yang ditetapkanoleh Kepala Kantor wilayah Departemrn e"gurnu provinsi setempaJ,(2)calon jemaah haji yang suiah pernah menuiaikan ibadah haji dan relahmenperoleh nomor porsi, serta masuk dalam utot uri porsi pro"vinsi ditetapkanmenjadi daftar tunggu (waitingirsr) tahun Urr:"ir".
(3)Dalam hal porsi provinsi tidak terpenuhi sampai tatas akhir masa pelunasanBPIH, calon jemaah haji sebagiimana oimar<suo dalam ayat (z) dapatdiberikan kesempatan melunasi BpIH sesuai aorgu., urutan nomor porsiprovinsi yang bersanglcutan, dengan batasan waktu tertentu.

" (4)Tata cara pendaftaran, penentuin,mahrom oun f.muimbing calon jemaah,.--.,i ibadah haji khusus diatur tersendiri a.nlun rfiutusan Direktur JenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah,

BAB III
PORSI

Pasal 7
Pembagian porsi jemaah haji untuk.tiap-tiap provinsi dan jemaah haji khususditetapkan dengan I(eputusan Menteri alu,nu. 

ee'^ Jv'rsqr'r

Pasal 8
Porsi jemaah haji khusus diperebutkan secara bebas oleh pIHK.

(l)Datam hal porsi j.e. uurr n..,, orlrlifii ?ru, porsi jemaah haji khusus tidarr' terpenuhi pada akhir masa penyetoran BFIH, maka ,nuru pendaftaran
. . {iRe+anjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
(2)setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), porsi

#l:#iredia 
berum terpenuhi, maka sisa porsi diarihkan menjadi porsi

Pasal 10.
(l)Nornor porsi 

{1b_grikan kepada::thp calon jemaah haji yang telah membayarsetoran awal BPIH sebesar Rp.20.000.ooo.oo (dua puiur, iriu rupiah).



(2)calon jemaah haji yang mendapatkan nomor porsi dan masug dalam p.rsiprovinsi tahun yang bersangkltan namun tiout menyetorkan pelunasanBPIH, atau nomor porsinyu iidak masuk J.rr"r porsi provinsi tahun yangbersangkutan, atau telah melunasi BPIH tetapi tioalc dapat berangkat, makasecara otomatis menjadi waiting list,
(3)Nomor porsi calon jemaah haji yang batal tidak dapat digantikan.

BAB IV
SETORAN BPIH

Bagian pertama

Setoran BPIH

tJ#tiprovinsi domisili caton jemaah haji
yang tersambung secara online dengan SISKOHAT.

Pasal 12
(l) Setiap setoran BPIH (setoran awal, setoran lunas, dan setoran BpIH khusus)

diberikan bukti setor yang dicetak oleh BPS BPIH secara system melalui
SISKOHAT.

(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) masing-masing dibuat
sebanyalc 5 lembar dan setiap lembarnya dilengkapi dengan pasfoto calon
jemaah haji yang bersangkutan,

Pasal 13

Jumlah setoran awal BPIH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke
rekening Menteri Agama pada BpS BPIH

Pasal 14

(l)Pelunasan BPIH dilakukan dalam mata uang Rupiah
(us$).

(2) Besarnya nilai/kurs rupiah terhadap Dollar Amerika
Bank Indonesia pada saat pembayaran dilahukan,

dan Dollar Amerika

mengikuti ketetapan



Pasal 15
(l)Pelunasan B'IH meruparcan penambahan setoran awar sebagaimanadimaksud dalam ltu ld uyui 1t) oari u.*r* BPIH, seterah dikonversikan

i:ilffi"ffiiliilit 
Dorlar Amerika ou-d' ;;i dan tanggar peraksanaan

o' 
ll::TlXt3i-H"fif||ifiJ:t-t* diterbitkan peraturan presiden tentang

{'- 
'

Bagian Kedua
Setoran BPIH Khusus

Pasal 16
Setoran bagi calon jemaah haji khusus sebesar US.g.2,000.00 (dua ribu dollarAmerika) ditambah biaya operasional dalam negeri lce rekening Menteri Agamapada BPS BPIH untuk mendapatkan nomor po.ri,

p emindaho.o".,io?? H ffi|ff, an S etoran B prr{

Pengembalian selisih lebih BPIH 
tffirf, 

dilakukan setelah penyelenggara
menyerahkan b ar c o de ke Departemen Agama.

, pasal 1g

(1)Pemindahbulcuan dan pelimpahan setoran BPIH
rekening Menteri Agama pada Bank Indonesia
Kuasa Menteri Agama.

(2)Pemindahbukuan dan pelimpahan setoran BPIH lunas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dengan cara mendebet setoran awal BPIH sebesar
Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada rekening Menteri Agama
pada BPS BPIH dan menggabungkan sisa setoran lunas BpIH, kemudian
ditransfer ke rekening Menteri Agama pada Banlc Indonesia.

Pasal 19 '

(l)Pemindahbukuan setoran awal ke.rekening Menteri Agama dan pelimpahan
setoran lunas ke Bank Indonesia dilakukan pada hari da-n tanggal penyetoran.

lunas dari BPS BpIH ke
dilakukan atas dasar Surat



(2)Konfirmasi pemindahbukuan dT pelimpahan BpIH. ke dalam sIsKoHAT
,H*Sil#.'*,*fs BPIH 

'"t'tui' i#;ilpendaftaran pada hari dan

Bagian Keempat
pengembalian BpIH Batal

Pasal 20
(l)Pengembalian setoran awal BPIH kepada calon jemaah haji batal d'akukanpada Bps B'IH tempat setor, tanpa dikenakan potongan biay.a.

" (2)Pendaftar haji yang telah menyetorkan BPIH secara 
"iunu, 

kemudian
il'#1ff9ll'l.r3ll;'ff?ffT?:'ftiiPiri;; oik'nakun fo,ongun biava

Pasal 2l
(t):;?*;T3i3i,ffJtrl, 

"-iil 
runas bagi caron jamaah haji batar dlakukan

(')iiiffil3|Ii:fJiilffltagi 
jemaah haji khusus dlakukan oreh Bend ahara

BAB V
MUTASI

Pasal22
Mutasi antar provinsi dan atau antar zona hanya dapat dilakukan unturc
,f,ttffffiil-s-uami 

istri vang terpisah, orang ilr ;;" anak kandung atau karena

BAB VI
DATA CALON JEMAAH HAJI

Pasal 23
(l)Data calon jemaah haji dientry oleh Bps BpIH ke dalam 

'ISK'HAT
be,1'dasarkan sPPH yan; syah sesuai identitas t<rp raton jemaah haji.(2)Atas setiap record dara pendaftar caror jemaahlljl 

vane diinput oleh BpsBPIH dan memperolel,' nomor porsi dari sisr<b'nf f,il.Jnur.un biaya
ffi,f]fan 

jasa 
'ISK'HAT 

seuesar G$"i,s (dua koma 
-ii,nu 

Dorar



(3)Data callllemaah 
faii pud? SISI(OHAT merupakan data resmi dan sah, dani:1ffi:l'i'lld:H;klf,t;.ffi:i," * ii.' ;o,, i 

" 
i, o^ i, k e u an g an 

-., 
;;;

(4)Data calon jemaah haji y.ung terdaftar dan mendapat nomor porsi dari
SISK'HAT mrrupakan 

-:"; j.r"t'joiauase; 
resmi dpengeroraanrva dapat dipergunakun un*t keperruan p.naullun:ixtffi?

tTffiffiielesaian 
- 
acrninistrati, r..u**r" or" dokumen penyeien ggaraan

3f*,I#
Pasal24

tt';rlffti:fii?Li?jn1*t menggunarcan idenritas orans iain pendaftarannya

(2)BPs BPIH yang melakukan tindakan perubahan identitas, foto dan entry cratailln";n::t'lii il::f,3t:t 
,.,uuiffi*" dan prosedur akan diberikan

(3)Bps n.H_yj'g tidak,,.,l:.T.*J"il,:ff,:liT:j,fi 
-r.*r,,,.u,i 

dataffiilfl} 
BprH, rnaka user rd .utui;;ili ep* ,il.u^'rromatis akan

(4)PIHK /ung^,T.r1r,ukul pelanggaran perubahan dara dan idenritas caron
jemaah haji akan dikenakan ,uni,ri ,.ruii r..r#ruan yang berraku.(')PIHK vans tidak melaporkan jernaahn; ;;;A waktu 3 x 24jarn seterahfiiJlotn 

tahapan penvetoran BPIH i*r..'i.r *ii 
^t*n' i,o,oo,r secara

,ni.l?J#*
Pasal 25(I)Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meraporkan data caron jemaahllto'1,,:"'l?'1lm*.fl;**tli;xff 

u,ru**Agamanovinsi(2)I(anror wilavah Departem.n 
4gTnu 

provinsi m{anorkan da.u caion jemaaht,ii#[9ffif,;l.p"?n"',f**;j:',llilLi"penyerenggu,uunHajidan
(3)Direktorat pembiT* 

Haji melaporkan data calorDirektur Jenderat p."y.l.l"g#;* 
Haji dan u"r.liltaah 

haji tchusus kepada



"f#"T.
Pasal 26

Pada masa operasional penyelenggaman ibadah haji yaitu sejak masa pelunasanBPIH sampai selesai pemulangun truii, SISKOHAT meraksunukun perayanansecara online 24 jam,

BAB XIII
I(ETENTUAN PENUTUP

Pasal27

(l)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

(2)Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan ini dinyatalcan tidak berlaku.

(3)Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Junl 2005

/5', GAMA REPUBLIK INDONESIA.

BASYLINI,+.

I

PMA/HkI&KLN/Strbbrg. I
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